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ABSTRAK 

Perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun 
waktu tahun 1999 – 2002 dengan empat tahap perubahan memberikan dampak 
yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kekuasaan 
Kehakiman adalah kekuasaan yang mendapatkan dampak yang cukup besar dari 
perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dari hal tersebut, penyusun tertarik 
melakukan penelitian secara terperinci terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman, 
sehingga akan diketahui bentuk Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya 
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya juga akan dianalisis 
terkait dengan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan terhadap 
lembaga Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir akan penyusun berikan sedikit 
gagasan terkait konsep Kekuasaan Kehakiman yang lebih ideal untuk Indonesia.  

Penyusun menggunakan penelitian pustaka (library research) dengan 
pendekatan yuridis dan historis dan dengan jenis penelitian deskriptif analitik, 
yaitu dengan mendeskripsikan atau memberikan fakta-fakta secara sistematis 
mengenai keadaan lembaga Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukan perubahan 
pada UUD 1945, selain itu juga menganalisis fakta-fakta yang terjadi pada obyek 
yang diteliti untuk kemudian dapat menemukan hal-hal yang melatarbelakangi 
dilakukannya perubahan  Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya dapat 
menemukan konsep yang  ideal untuk lembaga Kekuasaan Kehakiman di 
Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam lembaga 
Kekuasaan Kehakiman, baik dalam segi struktural maupun dalam segi fungsional 
dari lembaga tersebut. Dari segi struktural dapat diketahui adanya Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang baru di 
samping Mahkamah Agung, selain itu adanya perubahan kedudukan Mahkamah 
Agung sebagai puncak kekuasaan peradilan bagi lembaga peradilan di bawahnya, 
tidak hanya secara organisatoris tetapi juga secara administratif dan finansial. 
Sedangkan dari segi fungsional dapat diketahui dari beberapa kewenangan baru 
yang dimiliki kekuasaan kehakiman, salah satunya adanya mekanisme pengujian 
konstitusionalitas terhadap produk peraturan perundang-undangan. Selain itu juga 
faktor utama yang memang menjadi urgensi dilakukan perubahan terhadap 
Kekuasaan Kehakiman yaitu terjadinya masa transisi dalam kehidupan 
ketatanegaraan Indonesia untuk menjadikan Indonesia negara demokrasi. 
Selanjutnya konsep yang lebih ideal untuk Kekuasaan Kehakiman adalah dengan 
mempertegas prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan juga menata 
kembali struktur kekuasaan kehakiman yang hanya memiliki satu puncak 
kekuasaan yang didalamnya terdapat dua kamar kekuasaan. Selain itu juga terkait 
degan fungsi Kekuasaan Kehakiman, yaitu dengan memberikan seluruh 
kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi (the guardion of the constitusion).    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era reformasi, selain menginginkan untuk mundurnya presiden 

Soeharto ternyata  gerakan reformasi juga mendesak untuk dilakukannya 

reformasi konstitusi terhadap UUD 1945 yang dinilai memiliki kelemahan dan 

kekurangan, sehingga memudahkan terjadinya penyelewengan kekuasaan yang 

menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Tuntutan tersebut mendapat 

sambutan anggota MPR-RI dalam Sidang Istimewa MPR-RI tahun 1998 dan 

disetujui untuk melakukan reformasi konstitusi (constitution reform) dalam arti 

perubahan  dengan tujuan untuk memperbaiki (reform) Pasal-Pasal dalam UUD 

1945. Mekanisme perubahan UUD 1945 yang disepakati adalah dalam bentuk 

amandemen dengan cara addendum. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh 

pemerintah dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun waktu antara tahun 1999-

2002. Selanjutnya dalam empat kali perubahan terhadap UUD 1945, untuk 

perubahan pertama  melalui Sidang Umum MPR dan untuk perubahan kedua, 

ketiga dan keempat, melalui Sidang Tahunan MPR. 

Pada amandemen ketiga UUD 1945 sasaran yang keempat merupakan 

bentuk perubahan yang dialami oleh lembaga kekuasaan yudikatif, atau bisa 

disebut juga dengan lembaga kekuasaan kehakiman. Karena dapat diketahui 

bahwa sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan 

kehakiman atau fungsi yudikatif (judicial) hanya terdiri atas badan-badan 
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pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga Mahkamah Agung 

tersebut, sesuai dengan prinsip ‘independent of judiciary’ diakui bersifat mendiri 

dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengeruhi oleh cabang-cabang 

kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini selain 

diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu pada Undang-undang 

Nomor 48 Tahun 2009, juga tercantum dalam penjelasan Pasal 24 UUD 1945 

yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dipengaruhi oleh 

cabang-cabang kekuasaan lain.1  

Namun, setelah perubahan ketiga UUD 1945 disahkan, struktur kekuasaan 

kehakiman  negara Indonesia mendapat tambahan satu jenis mahkamah lain yang 

berada di luar Mahkamah Agung.  Mahkamah baru tersebut mempunyai 

kedudukan yang setingkat atau sederajad dengan Mahkamah Agung. Mahkamah 

tersebut adalah Mahkamah Konstitusi  yang dewasa ini makin banyak negara 

yang membentuknya di luar kerangka Mahkamah Agung (supreme court). Dapat 

dikatakan Indonesia merupakan negara ke-78 yang mengadopsi gagasan 

pembentukan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah Austria pada 

tahun 1920, Italia pada tahun 1947 dan Jerman pada tahun 1948. Selain itu juga, 

setelah perubahan terhadap UUD 1945 kekuasaan dalam Mahkamah Agung 

dipisahkan secara horizontal (formal and horizontal separation of power) dengan 

Mahkamah Konstitusi. Pemisahan kekuasaan tersebut dimaksudkan agar 

terwujudnya checks and balances antar lembaga Kekuasan Kehakiman.2 

                                                           
1 Jimly Asshidiqie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Pada UUD 
1945.” Makalah. Denpasar: 2003 ) hlm. 31. 
2 Ibid. 
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Dalam hal ini, dapat diketahui bahwasannya sebelum dilakukannya 

amandemen terhadap UUD 1945, satu-satunya lembaga yang diberikan 

wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman hanyalah Mahkamah Agung. 

Sejak sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung memang 

sudah diberikan kewenangan untuk menguji Peraturan Perundang-undangan di 

bawah Undang-undang, dan hal tersebut pun dipertegas di dalam Ketetapan MPR 

No. III/MPR/2000.3 Dan dalam Ketetapan MPR tersebut yang memiliki 

kewenangan untuk menguji secara materiil Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar adalah MPR. Setelah dilakukannya Amandemen UUD tepatnya 

pada amandemen ketiga ketika dibentuknya satu lagi lembaga yang mempunyai 

kewenangan kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 

Agung masih mempunyai wewenang untuk melakukan pengujian terhadap 

Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang. Selanjutnya  MPR 

tidak lagi mempunyai kewenangan untuk melakukan uji materiil Undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar karena kewenangan tersebut diberikan oleh 

Mahkamah Konstitusi.  

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi sendiri secara resmi masuk di dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan 

kehakiman yang berada di bagian badan yudikatif adalah pada tahun 2001 ketika 

dilakukannya amandemen UUD 1945 yang ketiga. Dapat dikatakan bahwa 

dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya 

adalah menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar karena 

                                                           
3 Ibid. hlm. 32. 
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terinspirasi oleh Negara Korea Selatan yang mempunyai Mahkamah Konstitusi 

Korea Selatan. Karena dalam konstitusi Korea Selatan yang memiliki kewenangan 

judicial review (constitutional review) adalah Mahkamah Konstitusi Korea 

Selatan.  

Walaupun Mahkamah Konstitusi terbilang lembaga yang baru ada setelah 

adanya Amandemen UUD 1945, tetapi lembaga tersebut mempunyai kewenangan 

yang cukup banyak. Diantara kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah 

Konstitusi antara lain: Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang 

Dasar, selanjutnya mengadili sengketa kewenangan antar lembaga Negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, mengambil putusan atas 

pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden 

telah melakukan pelanggaran hukum ataupun mengalami perubahan sehingga 

secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menjadi terbukti dan karena itu dapat dijadikan alasan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 

Presiden dari jabatannya, memutus pembubaran parpol, memeriksa dan memutus 

perselisiahan hasil pemilu, dan sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2008 yang 

merupakan perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan baru, yaitu memeriksa dan memutus 

perselisihan hasil pemilu kepala daerah.4 

Selanjutnya dari pemaparan di atas  penyusun berpendapat memang 

terlihat jelas bahwa lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia mendapatkan 

                                                           
4  Mahfud MD,  Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010)  hlm. 
262. 
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pengaruh yang cukup signifikan ketika dilakukannya Amandemen UUD 1945. 

Adapun pengaruh tersebut terkait dengan semakin berkembangnya Lembaga 

Kekuasaan Kehakiman baik dari segi struktural maupun fungsionalnya dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya yaitu dibentuknya Mahkamah 

Konstitusi sebagai anggota dari  Kekuasaan Kehakiman, yang sebelumnya 

memang hanya Mahkamah Agung saja yang merupakan anggota dari  Kekuasaan 

Kehakiman. Dan dari hal tersebutlah akhirnya penyusun sangat tertarik sekali 

untuk mengkaji struktur Kekuasaan Kehakiman setelah adanya Amandemen UUD 

1945. Dan penyusun mengambil judul  KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM 

SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA PASCA 

AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, selanjutnya penyusun dapat 

merumuskan beberapa permasalahan yang nantinya akan penyusun bahas lebih 

mendalam pada Bab pembahasan masalah. Adapun permasalahan - permasalahan 

yang akan penyusun bahas secara lebih mendalam, antara lain : 

1.  Bagaimana perkembangan   Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya 

Amandemen UUD 1945 ? 

2.  Apa alasan yang melatarbelakangi dilakukan perubahan terhadap  

Kekuasaan Kehakiman ? 

3.  Bagaimana  Kekuasaan Kehakiman yang  ideal  untuk Indonesia ?    
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  yang ingin penyusun capai  adalah sebagai berikut : 

a. Diharapkan dapat mengetahui tentang perkembangan yang terjadi terhadap  

Kekuasaan Kehakiman setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. 

b. Diharapkan dapat mengetahui alasan penting dilakukannya  perubahan terhadap 

Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 

c. Diharapkan dapat melakukan pengkajian terhadap Kekuasaan  Kehakiman yang  

ideal untuk Indonesia. 

 2. Kegunaan Penelitian. 

Selanjutnya kegunaan daripada penulisan karya tulis ini adalah  : 

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai Kekuasaan 

Kehakiman setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 bagi penyusun dan 

juga bagi para pembaca pada umumnya.  

b. Dapat menemukan bentuk dari Kekuasaan Kehakiman yang ideal  untuk 

Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian yang menggunakan obyek lembaga-lembaga Negara memang 

sudah banyak sekali dilakukan. Terutama yang digunakan untuk pembuatan 

Skripsi. Penelitian tersebut dilakukan antara lain oleh Udiyo Basuki5 dalam 

laporan hasil penelitiannya yang meneliti tentang struktur ketatanegaraan yang 

                                                           
5Udiyo Basuki, “Implikasi Amandemen UUD 1945 terhadap Praktik Penyelenggaraan 
Ketatanegaraan Indonesia” Laporan Hasil Penelitian Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga 2010, dan  Udiyo Basuki “Struktur Ketatanegaraan : Analisis Yuridis atas Dinamika 
Lembaga – lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945” dalam Jurnal In Right Vol.1, No.1 
November 2011. 
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memfokuskan penelitiannya terhadap analisis yuridis atas dinamika lembaga – 

lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. Dalam penelitian tersebut peneliti 

menguraikan tentang keadaan lembaga – lembaga negara yang ada pasca 

dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Salim6 yang meneliti tentang 

Lembaga Perwakilan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945 pada tahun 2011. 

Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana sistem lembaga perwakilan di 

Indonesia setelah dilakukannya amandemen UUD 1945, baik dari segi 

strukturalnya dan juga dari segi fungsionalnya. Selain itu juga penelitian tersebut 

mencoba untuk melakukan kajian terhadap prospek lembaga perwakilan di 

Indonesia untuk masa yang akan datang. 

Penelitian lain dilakukan oleh  Amin Mulia7 yang meneliti tentang 

Eksistensi Mahkamah Konstitusi  Dalam Negara Demokrasi pada tahun 2009. 

Pada penelitian tersebut, Amin Mulia mencoba untuk memaparkan tentang 

bagaimana keadaan sebuah Mahkamah Konstitusi yang berada di Negara 

Demokrasi.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zulkiram8 yang meneliti 

tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review 

                                                           
6  Salim “Lembaga Perwakilan Indonesia Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945” Skripsi Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta Tahun 2011 
7  Amin Mulia “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi” Skripsi pada Fakultas 
Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2009. 
8 Zulkiram “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Menurut  UU 
No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2009. 
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Menurut UU. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pada penelitian 

tersebut, Zulkiram memaparkan tentang jenis – jenis perkara yang dapat 

dimintakan Judicial Review terhadap Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya juga 

memaparkan tentang prinsip Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi menurut 

UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasir Wadiansan Harahap9 tentang 

Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengawasan Hakim. Dalam 

penelitian ini, Nasir Wadiansan Harahap melakukan pengkajian terhadap 

Kewenangan Mahkamah Agung dalam Melakukan Pengawasan Hakim dan juga 

mengkaji tentang hambatan yang dihadapi Mahkamah Agung dalam melakukan 

fungsi tersebut. 

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Yosaphat Bambang 

Suhendarto,10 yang berjudul Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 

1945. Terlihat memang judul dari penelitian tersebut sama persis dengan judul 

penelitian yang akan penyusun lakukan. Namun apabila dicermati tentang isi dari 

penelitian tersebut, Yosaphat Bambang Suhendarto, walaupun meneliti dengan 

objek penelitian Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945, beliau 

hanya fokus mengkaji tentang keadaan Kekuasaan Kehakiman pasca Amandemen 

UUD 1945 saja. 

                                                           
9 Nasir Wadiansan Harahap “Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melakukan Pengawasan 
Hakim“ Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 2010. 
10 Yosaphat Bambang Suhendarto  “Struktur Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 
1945” Tesis  Magister Ilmu Hukum, pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro 
Semarang, Tahun 2008.  
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Namun demikian, Penulisan tentang Lembaga-Lembaga  Negara sejauh 

yang telah penyusun telusuri hanya ada satu penelitian tentang Struktur 

Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah 

Amandemen UUD 1945 dengan judul penelitian Kekuasaan Kehakiman Pasca 

Amandemen UUD 1945. Namun penelitian yang memiliki judul hampir sama 

dengan penelitian yang akan penyusun lakukan itu hanya fokus terhadap keadaan 

atau kondisi kekuasaan kehakiman pasca amandemen UUD 1945.  

Sedangkan penelitian yang akan penyusun lakukan tidak sebatas hanya 

meneliti tentang keadaan Kekuasaan Kehakiman pasca Amandemen UUD 1945 

saja melainkan akan mengkaji tentang urgensi dilakukannya perubahan pada 

struktur kekuasaan kehakiman dan juga rumusan terhadap struktur kekuasaan 

kehakiman yang ideal untuk Indonesia. Oleh karena itu penyusun menganggap 

penelitian ini sangat perlu sekali untuk diteliti lebih lanjut. Karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui keadaan  Kekuasaan Kehakiman setelah 

dilakukannya Amandemen UUD 1945, dan juga diharapkan dapat menemukan 

bentuk Kekuasaan Kehakiman yang ideal untuk Indonesia.     

E. Kerangka Teori 

1. Konsep Negara Hukum dan Konstitusi 

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban warga Negara 

serta penyelenggara Negara, maka dibutuhkan sebuah hukum. Hukum secara 

esensi bermakna bahwa hukum adalah “supreme” dan kewajiban bagi setiap 

penyelenggara Negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to 
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the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law), semua ada di bawah 

hukum (under the rule of law). Dengan ketentuan ini, tidak boleh ada kekuasaan 

yang sewenang-wenang (arbritrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan 

(abuse of power).11 

Keterkaitan erat antara konstitusi dengan Negara hukum adalah bahwa 

secara umum dapat dikatakan, Negara hukum adalah Negara dimana setiap 

tindakan baik pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas ketentuan hukum 

sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari 

pihak pemerintah serta perilaku rakyat yang sekehendaknya sendiri.12 

Selanjutnya berkaitan dengan pengertian dari Negara hukum itu sendiri 

ada beberapa pendapat dari para ahli hukum, diantaranya yang pertama menurut 

Muchtar Kusumaatmadja mengartikan Negara hukum sebagai Negara yang 

berdasarkan hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang 

sama dihadapan hukum.13 

Hamid S. Attamimi sendiri mengartikan Negara hukum sebagai Negara 

yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan Negara dan penyelenggara 

Negara, kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah 

kekuasaan hukum. 

Menurut Sidharta,  Negara Hukum adalah Negara yang penyelenggaraan 

pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersaranakan hukum yang berakar 

                                                           
11  Sapuan,  Impeachment Presiden,  (Purwokerto: Hexagon.2010) hlm.30-31. 
12 Ibid.hlm.31. 
13 Abdul Rasyid Thalib,  Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006) hlm.43-44. 
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dari dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-

asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku 

pejabat pemerintah.14 

Selanjutnya apabila  berbicara tentang unsur-unsur dari Negara hukum itu 

sendiri, maksudnya di sini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam Negara 

hukum, beberapa ahli hukum juga memberikan pendapat yang berbeda-beda. 

Adapun pendapat yang pertama yaitu dari A.V. Dicey yang memberikan 3 unsur 

yang harus terpenuhi dalam sebuah Negara hukum, unsur tersebut meliputi : 

1. Supremasi dari hukum,  artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di 

dalam Negara adalah hukum (kedaulatan hukum). 

2. Persamaan kedudukan hukum bagi setiap orang. 

3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika 

hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai 

penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.15 

Yang selanjutnya pendapat dari Socrates yang kemudian dikembangkan 

oleh  Aristoteles dan Immanuel Kant, mengemukakan bahwa pada umumnya 

sebuah Negara Hukum harus memuat : 

1. Pengakuan dan perlindungan Hak Asasi. 
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan 

atau kekuatan lain. 
3. Diterapkannya asas legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuk dan 

manifestasinya.16 

                                                           
14 W. Riawan Tjandra,  Hukum Administrasi Negara. (Yogyakarta:  Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 2008) hlm. 15. 
15 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia,( Yogyakarta : Liberty.1993) hlm.19. 
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Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa antara negara hukum dan 

konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Pada posisi demikian, adanya 

keterkaitan erat tersebut dikarenakan Konstitusi yang memiliki arti dan fungsi 

sebagai dasar hukum suatu negara hukum yang digunakan untuk membatasi 

kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang – wenang, dan juga untuk 

rakyatnya agar tidak bertindak semaunya sendiri dalam rangka menjalankan 

fungsi negara hukum. 

Adapun istilah konstitusi itu sendiri pada mulanya berasal dari perkataan 

bahasa Latin, constitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti 

“hukum atau prinsip”17. Untuk pengertian constitution dalam bahasa Inggris, 

bahasa Belanda membedakan antara constitutie dan grondwet, sedangkan bahasa 

Jerman membedakan antara verfassung dan groundgesetz. Bahkan dibedakan pula 

antara grundrecht dan grundgesetz seperti antara grondrecht dan grondwet dalam 

bahasa Belanda.18  

Dalam kamus Oxford Dicionary of Law, constitution diartikan sebagai : 

The rules and practices that determine the composition and functions of the 
organs of the central and local government in a state and regulate the 
relationship between individual and the state.19 

                                                                                                                                                               
16 Mohammad Tahir Azhary,  Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari Segi 
Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang. 1992) hlm. 73. 
17 Jimly Asshiddiqie,  Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konpress. 2005) hlm. 
1.  
18 Jimly Asshiddiqie,  Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press. 2010) hlm. 
95. 
19 Ibid.  hlm. 96. 
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Artinya, (i) yang dinamakan konstitusi itu tidak saja aturan yang tertulis, 

tetapi juga apa yang dipraktekkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara, dan 

(ii) yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi 

dan fungsinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah 

daerah (local government), tetapi juga mekanisme hubungan antara negara atau 

organ negara itu dengan warga negara.20 

Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Belanda, Konstitusi diartikan 

sebagai : 

1. Segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang 
Dasar, dsb) 

2. Undang – Undang Dasar suatu negara.21 

Dari dua pengertian tersebut jelas jika disimak secara seksama, konstitusi 

pada makna pertama memiliki makna “konstitusi dalam arti luas, mencakup 

undang-undang dasar dan termasuk kebiasaan dalam praktek pemerintahan atau 

konvensi ketatanegaraan”. Sedangkan pengertian yang kedua memiliki makna 

“konstitusi dalam arti sempit, yaitu Undang-undang dasar suatu negara”.22 

Selanjutnya jika dilihat dari arti konstitusi seperti yang telah dijelaskan di 

atas, di Indonesia sendiri memiliki konstitusi yang di sebut dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Undang – Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai 

konstitusi bagi Indonesia dikarenakan sejalan dengan arti konstitusi itu sendiri, 

                                                           
20 Ibid. hlm. 96. 
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja, 2012, Hukum 
Konstitusi, Setara Press, Malang. hlm 22. 
22  I Dewa Gede Atmadja,  Hukum Konstitusi, (Malang: Setara Press. 2012) hlm 22 
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bahwa di Indonesia Undang – Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang 

digunakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan Republik 

Indonesia. 

Sejalan dengan hal tersebut, konstitusi memiliki fungsi yang sangat 

strategis dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Berkaitan dengan fungsi 

konstitusi dalam penyelenggaraan suatu negara, R.M. Ananda B. Kusuma 

menyebutkan beberapa fungsi UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik 

Indonesia : 

1. Membatasi kekuasaan negara (fungsi limitasi/limitatif). 
2. Menjamin pemerintahan yang demokratis (prinsip mayoritas yang 

memerintah dan perlindungan bagi minoritas). 
3. Integrasi nasional, terlihat pada konfigurasi bentuk negara kesatuan dan 

bukan negara federal, tertanamnya asas nasionalisme atau asas kebangsaan 
dalam pengelolaan “bumi air dan kekayaan alam didalamnya untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

4. Perlindungan warga negara, yakni jaminan atas hak – hak asasi manusia 
(fungsi proteksi). 

5. Transformasi sosial menuju negara yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila.23 

 

 

2. Teori Lembaga  Negara, Hierarkis Peraturan Perundang-undangan dan 

Pemisahan Kekuasaan 

Kata hierarki dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: 1. Urutan 

tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan), 2. Organisasi dengan tingkat 

wewenang dari yang bawah sampai yang paling atas.24 

                                                           
23 Ibid. hlm 45. 
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Selanjutnya, makna hierarki di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

diartikan sebagai berikut “Penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-

undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan 

yang lebih tinggi.”25 

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan 

kaidah hukum yang ada. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia di atur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, prinsip kekuasaan kehakiman 

yang merdeka secara konstitusional diatur juga dalam Undang-Undang Dasar 

1945, akan tetapi masih banyak aturan-aturan lainnya yang mengatur tentang 

kekuasaan kehakiman, yang berada di bawahnya justru cenderung melemahkan 

hakikat kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut.26   

Secara sederhana istilah lembaga Negara dapat dibedakan dari perkataan 

lembaga swasta, lembaga masyarakat atau yang biasa disebut organisasi non 

pemerintah yang dalam bahasa Inggris di sebut Non-Government Organization. 

Oleh karena itu lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga 

masyarakat dapat dikatakan merupakan lembaga Negara. Lembaga Negara itu 

                                                                                                                                                               
24

 Lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
25

 Lihat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 
26

 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Kencana. 2012) hlm. 
36. 
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sendiri dapat berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun yang 

bersifat campuran.27 

Konsepsi tentang lembaga Negara dalam Bahasa Belanda biasa disebut 

staatsorgaan. Dalam Bahasa Indonesia hal tersebut identik dengan Lembaga 

Negara, Badan Negara atau juga Organ Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia kata “lembaga” dapat diartikan sebagai (i) asal mula atau bakal (yang 

akan menjadi sesuatu), (ii) bentuk asli (rupa,wujud) (iii) acuan, ikatan (iv) badan 

atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan 

suatu usaha, dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial 

yang berstruktur.28 

Dalam kamus hukum Belanda-Indonesia, kata staatsorgaan itu 

diterjemahkan sebagai alat perlengkapan Negara. Dalam kamus hukum Fockema 

Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan 

sebagai perlengkapan. Karena itu istilah lembaga Negara, organ Negara, badan 

Negara dan alat perlengkapan Negara seringkali dipertukarkan satu sama lain. 

Akan tetapi, menurut Natabaya penyusun UUD 1945 sebelum perubahan, 

cenderung konsisten menggunakan istilah badan Negara, bukan organ Negara 

ataupun lembaga Negara. Untuk maksud yang sama, konstitusi RIS (Republik 

Indonesia Serikat) tahun 1949 tidak menggunakan istilah lain kecuali alat 

perlengkapan Negara. Sedangkan pada UUD 1945 setelah perubahan keempat 

(tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum Reformasi dengan tidak 

                                                           
27 Jimly Asshidiqie.  Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: 
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2006) hlm.30-31. 
28 Ibid.hlm. 31 
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konsisten menggunakan istilah lembaga Negara, organ Negara ataupun badan 

Negara.29 

Selanjutnya apabila berbicara tentang keterkaitan lembaga Negara dan 

prinsip checks and balances, tidak bisa lepas dari teori yang dikembangkan oleh 

Montesquieu. Menurut Montesquieu, berkaitan dengan pembagian kekuasaan 

didalam konsep kelembagaan Negara, Montesquieu telah menggagas sebuah teori 

yang terkenal dengan sebutan  teori “Trias Politika” yang mengatur pemisahan 

kekuasaan (sparation of power) ke dalam tiga poros kekuasaan yaitu kekuasaan 

legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pemerintah, pelaksana undang-

undang) serta yudikatif (peradilan, kehakiman).30 

Prinsip ini pada awalnya dikembangkan oleh John Locke (1632-1704) 

dalam bukunya “Two Treatises on Civil Government” (1690) memisahkan 

kekuasaan (sparation of power) menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, 

dan federatif. Kemudian Montesquieu (1689-1755) pada tahun 1748 

mengenbangkan lebih lanjut pemikiran Locke tersebut dengan mengganti 

kekuasaan federatif menjadi kekuasaan yudikatif.31 

Yang diidealkan oleh Baron de Montesquieu adalah bahwa ketiga fungsi 

kekuasaan Negara itu harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ 

Negara. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh saling 

                                                           
29 Ibid. 
30  Sapuan,  Impeachment Presiden, (Purwokerto: Hexagon. 2010) hlm.  53. 
31 Ibid. 
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mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Jika tidak demikian 

maka kebebasan akan terancam.32 

Menurut Sri Soemantri bahwa sejak munculnya teori Trias Politika, 

sekarang ini tidak ada lagi Negara yang memusatkan kekuasaannya pada satu 

tangan atau satu badan. Dengan kata lain, didalam menjalankan kekuasaan 

Negara, harus ada pembagian kekuasan (machtsverdeling) secara jelas dan tegas. 

Ini berarti bahwa kekuasaan Negara harus dibagi-bagikan kepada masing-masing 

alat kelengkapan Negara atau kepada masing-masing aparat administrasi. Adanya 

pembagian kekuasaan Negara secara formil tersebut, maka masing-masing 

lembaga Negara mempunyai kewenangan yang mandiri, sehingga antara lembaga 

Negara yang satu dengan yang lainnya tidak terjadi saling intervensi yang pada 

akhirnya dapat tercipta prinsip checks and balances. Dengan prinsip tersebut 

maka akan terlihat prinsip kebebasan dan persamaan.33 Berkaitan dengan adanya 

teori Trias Politika, negara Indonesia secara struktur  Ketatanegaraannya juga 

menganut teori tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian 

kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.  

Dari berbagai keadaan tersebut, maka pembahasan hierarki peraturan 

perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan lembaga-

lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dianggap sangat perlu 

dalam mendukung penulisan penelitian ini.  

                                                           
32 Jimly Asshidiqie.  Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. (Jakarta: 
Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.2006) hlm. 35. 
33 Sapuan,  Impeachment Presiden, (Purwokerto: Hexagon. 2010) hlm.53-54. 
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3. Kekuasaan Kehakiman Dalam Konstitusi Indonesia. 

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan 

negara modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering 

kali disebut cabang kekuasaan “yudikatif”, dari istilah Belanda “judicatief”. 

Dalam bahasa Inggris, di samping istilah legislative, executive, tidak dikenal 

istilah judicative sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah 

judicial, judiciary, ataupun judicature.34 

  Dalam sistem kekuasaan negara modern, yang membagi kekuasaan 

menjadi tiga bagian, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 

kekuasaan kehakiman merupakan cabang kekuasaan yang tergolong dalam cabang 

kekuasaan yudikatif. Selain itu adanya kekuasaan kehakiman yang terpisah dari 

kekuasaan lain, dengan kata lain memiliki independensi dalam menjalankan 

fungsinya merupakan salah satu ciri sebuah negara hukum. 

Sesuai dengan UUD 1945 setelah Amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) 

disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Dengan adanya 

Pasal tersebut menegaskan bahwasannya Indonesia merupakan negara yang 

berdasarkan hukum yang memiliki beberapa prinsip diantaranya memiliki prinsip 

peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain. 

Di Indonesia, Struktur Kekuasaan Kehakiman diatur secara jelas dalam 

UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 24 ayat 1 

                                                           
34 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press. 2010) hlm. 
310. 
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dijelaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Isi 

dari Pasal tersebut  sejalan dengan prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum 

yang salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya penyelenggaraan peradilan 

yang mandiri dan merdeka dalam rangak penegakkan hukum dan keadilan, seperti 

yang sudah penyusun singgung pada paragraf sebelumnya. 

Selanjutnya masih dalam Bab IX UUD 1945 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, Pasal 24 ayat (2) disebutkan “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang struktur kelembagaan dalam 

ranah Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Apabila dicermati isi Pasal tersebut 

dapat dirumuskan bahwa Struktur Kekuasaan Kehakiman terdiri atas Kekuasaan 

Kehakiman tertinggi dan Kekuasaan Kehakiman yang lebih rendah. Yang 

termasuk pada kekuasaan kehakiman tertinggi yaitu Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk kekuasaan kehakiman yang lebih rendah 

yaitu lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, 

dan peradilan militer. 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwasannya struktur kekuasaan 

kehakiman di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pada Bab IX tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Dan dijelaskan pula bahwa struktur kekuasaan kehakiman terdiri dari 

Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi. 
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F. Metode Penelitian 

   1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif – analitik dengan 

menggunakan tipe penelitian pustaka (Library research). Karena penelitian yang 

dilakukan tidak hanya untuk mendeskripsikan atau memberikan fakta – fakta 

secara sistematis dan akurat mengenai keadaan obyek yang diteliti, namun 

selanjutnya memberikan analisis terhadap obyek yang diteliti.35 Dengan demikian 

hasil penelitian tersebut akan memberikan hasil berupa gambaran secara obyektif 

tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dan juga hasil analisis 

yang dilakukan berkaitan dengan obyek yang diteliti. 

   2. Obyek Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah membahas tentang  Kekuasaan 

Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 

1945. 

   3. Sumber Data 

  Sumber pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sumber data primer, sekunder dan tersier. 

a. Sumber Data Primer. 

 Sumber data primer mencakup peraturan perundang – undangan. Seperti, 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Mahkamah Konstitusi,  Undang-

                                                           
35 Nurul Zuriah,  Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara. 2009) 
Hlm. 47. 
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undang Mahkamah Agung, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-

undang lain yang terkait dengan penelitian ini. 

b. Sumber Data Sekunder. 

  Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan adalah Jurnal, Karya 

Ilmiah, Literatur – literatur, Buku-buku yang terkait dengan pembahasan, hasil 

penelitian-penelitian terdahulu, dan makalah - makalah.  

c. Sumber Data Tersier. 

Sumber data tersier adalah berupa kamus hukum dan ensiklopedia. 

4. Metode Pengumpulan Data. 

 Dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan teknik studi pustaka 

(library research), dimana penyusun mengumpulkan beberapa bahan yang sesuai 

dengan obyek penelitian. 

5. Analisis Data. 

 Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Nonstatistik 

Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan pendekatan Historis, 

yaitu dengan menganalisis Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang, 

literatur dan kenyataan – kenyataan yang ada dalam praktek ketatanegaraan yang 

terkait dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dan juga dengan mengkaji 

sejarah kekuasaan kehakiman yang kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar 

sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu Pendahuluan, di dalamnya meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, membahas mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam Negara 

Hukum yang meliputi kajian terhadap konsep Negara Hukum yang berisi sejarah 

dan gagasan Negara Hukum, selain itu juga membahas tentang konsep lembaga 

Kekuasaan Kehakiman dalam prinsip Negara Hukum, yang menghubungkan 

antara konsep Kekuasaan Kehakiman dan prinsip Negara Hukum. 

Bab ketiga, membahas Sistem Ketatanegaraan Indonesia yang meliputi 

konsep lembaga negara dan pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia,  lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penggolongan 

lembaga negara di Indonesia yang berisi lembaga negara secara hierarki, lembaga 

negara dari segi fungsinya dan lembaga negara dari dasar pembentukannya. 

Selanjutnya membahas sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 

1945, latar belakang, tujuan dan prinsip dasar amandemen UUD 1945, pembagian 

kekuasaan sesudah amandemen UUD 1945, struktur kelembagaan Indonesia 

pasca amandemen UUD 1945 dan tentang sistem pemerintahan Indonesia pasca 

amandemen UUD 1945. 

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang menjawab permasalahan 

yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang Kekuasaan Kehakiman di 
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Indonesia yang meliputi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia masa sebelum dan 

setelah amandemen UUD 1945, selanjutnya ditemukan perkembangan pada 

Kekuasaan Kehakiman, urgensi dilakukannya perubahan terhadap Kekuasaan 

Kehakiman dan juga konsep yang ideal untuk Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia. 

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang 

merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. 
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penyusun memaparkan beberapa permasalahan yang telah 

dirumuskan pada rumusan masalah di atas, pada Bab ini penulis akan mencoba 

untuk membuat kesimpulan dari pemaparan yang telah penyusun lakukan pada 

Bab sebelumnya. 

Berkaitan dengan bagaimanakah perkembangan Kekuasaan Kehakiman 

setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, ada beberapa kesimpulan 

yang dapat penyusun paparkan, diantaranya : 

1. Adanya Amandemen terhadap UUD 1945 secara khusus memberikan 

dampak perkembangan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia. 

Perkembangan tersebut terjadi baik dari segi strukturalnya maupun dari 

segi fungsionalnya. Perkembangan dari segi struktural sangat jelas sekali 

diterangkan dalam UUD 1945 Pasal 24 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Pada Pasal tersebut, secara struktural lembaga pemegang Kekuasaan 

Kehakiman tidak hanya oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru. Selain itu juga dijelaskan 

tentang pembagian tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh kedua 

lembaga pemegang Kekuasaan Kehakiman itu. Secara fungsional, 

lembaga Kekuasaan Kehakiman juga mengalami perkembangan yang 

cukup besar. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa fungsi dan 
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kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga Kekuasaan Kehakiman 

tersebut, baik Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi. Beberapa 

fungsi dan kewenangan tersebut diantaranya, adanya mekanisme 

pengujian produk Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 yang kewenangannya dimiliki oleh 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga kewajiban memberikan 

pertimbangan hukum terhadap mekanisme pemakzulan Presiden dan atau 

Wakil Presiden yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi merupakan 

praktek ketatanegaraan yang tidak ada sebelum dilakukannya amandemen 

terhadap UUD 1945, dan beberapa kewenangan lain yang secara jelas 

tidak ada sebelum dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945. 

2. Ada beberapa alasan yang dianggap penting untuk dilakukannya 

perubahan terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Alasan 

yang cukup mendasar adalah adanya perwujudan demokratisasi politik di 

Indonesia dan juga disebabkan oleh masa transisi sistem ketatanegaraan 

Indonesia yang berupaya mewujudkan negara Demokrasi, sehingga 

memberikan beberapa konsekuensi-konsekuensi terhadap praktek 

ketatanegaraan di Indonesia. Salah satunya terjadinya perkembangan 

terhadap lembaga Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Selain itu juga 

dapat dikatakan sebagai hasil evaluasi terhadap praktek yang dilakukan 

sebelumnya, sehingga ada keinginan untuk memperbaiki praktek-praktek 

ketatanegaraan yang dianggap tidak sesuai. Sebagai contoh adanya 

mekanisme pengujian produk Undang-Undang yang bertentangan dengan 
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Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme tersebut perlu dan penting untuk 

ada karena praktek-praktek yang terjadi sebelumnya banyak sekali produk 

peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945. Alasan yang selanjutnya yaitu adanya upaya untuk 

mempertegas prinsip Kekuasaan Kehakiman yang bebas dari intervensi 

lembaga negara lain dalam melakukan praktik peradilan. Hal tersebut 

dapat terlihat dari penataan kembali kelembagaan Kekuasaan Kehakiman 

dengan prinsip satu atap. 

3. Lembaga Kekuasaan Kehakiman akan menjadi lebih ideal manakala 

prinsip kemandirian lembaga Kekuasaan Kehakiman benar-benar dijaga 

agar tidak ada intervensi dari pihak di luar lembaga Kekuasaan 

Kehakiman. Apabila mencari komposisi yang lebih ideal untuk 

kewenangan lembaga Kekuasaan Kehakiman, seharusnya ada pembagain 

kewenangan secara substantif. Sebagai contoh, seharusnya kewenangan 

melakukan pengujian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan 

hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebagai 

lembaga penjaga Konstitusi, dan beberapa bagian yang lain. 

Demikian beberapa kesimpulan yang dapat penyusun berikan terhadap 

kajian yang dilakukan penyusun, semoga bermanfaat bagi penyusun dan juga bagi 

para pembaca pada umumnya. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil kajian di atas, penyusun dapat 

memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi lembaga Kekuasaan Kehakiman 

Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang dalam hal ini adalah Mahkamah 

Agung  dan Mahkamah Konstitusi yang mengalami perkembangan yang positif 

hendaknya dapat tetap menjaga kemandirian sebagai lembaga penegak hukum 

agar dapat terwujud penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat 

Indonesia yang sesuai dengan amanat pada Pancasila. Dari hasil kajian yang 

penyusun lakukan memang terdapat beberapa kekurangan pada lembaga 

Kekuasaan Kehakiman, sebaiknya memang ditata ulang agar mendapatkan tatanan 

Kekuasaan Kehakiman yang lebih ideal untuk Indonesia. Namun apabila tidak 

dapat segera untuk di tata ulang, diharapkan dengan tatanan yang sekarang ini 

dapat tetap menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman yang diamanatkan oleh 

UUD 1945. 

2. Bagi Warga Negara Indonesia 

Peran serta warga negara Indonesia dalam melakukan pengawasan 

terhadap praktek pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman menjadi sangat penting dan 

sangat diharapkan. Selain itu juga warga negara yang merupakan subjek dari 

pelaksaan fungsi Kekuasaan Kehakiman diharapkan ikut menjaga kemandirian 

agar terwujud keadilan yang sesungguhnya, dan tidak malah menjadi penyebab 

rusaknya kemandirian dan prinsip keadilan dari lembaga Kekusaan Kehakiman. 
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3. Bagi Pemerintah Republik Indonesia 

Lembaga Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu lembaga yang 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki peran sebagai lembaga 

penegak hukum. Dalam mewujudkan penegakkan hukum agar mewujudkan rasa 

keadilan bagi semua pihak, lembaga peradilan harus bebas dari intervensi dari 

pihak manapun, baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak lembaga negara 

lain. Oleh karena itu untuk lembaga negara lain untuk dapat ikut menjaga 

kemandirian dari lembaga Kekuasaan Kehakiman dan menghormati prinsip 

pemisahan kekuasaan dengan check and balances sebagai koridor pelaksanaan 

prinsip tersebut.      
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Email   : kamal.fahmi49@yahoo.co.id 

Tlpn/HP  : 085743256678 

Tinggi/Berat  : 164 cm/ 60 kg 

 

B. PENDIDIKAN 

1995-1997 : Menempuh pendidikan di TK ABA Ambarawa, 

Lampung 

1997-2003 : Menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah 

Ambarawa, Lampung 

2003-2006 : Menempuh pendidikan di SMP Muhammadiyah 

Ambarawa, Lampung 

2006-2009 : Menempuh pendidikan di SMA Muhammadiyah 

1 Pringsewu, Lampung 

2009-2013 : Sedang menempuh pendidikan di Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan 

Ilmu Hukum. 



2010-2013 : Sedang menempuh pendidikan di Universitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Inggris. 

 

C. PENGALAMAN ORGANISASI 

 

1. Sekretaris II Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gondokusuman 

(2009-2011) 

2. Bendahara Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Gondokusuman 

(2011-sekarang) 
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